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BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR | 421 BSATKTSP/X||/20| 0

TENTAI{G

PENETAP.AN TK - SD NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN KATINGAN

TAHUh{ PELAJARAN 2010/201 1

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI K,ATINGAN

bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses
pendidikan anak usia dini jalur formal flaman Kanak-kanak) yang
bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layinan
pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di
la9rah terpencil, rrrok? perlu mendirikan dan menefapkan
TK - SD Negeri Satu Atap di Kabupaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katrngan.

Undang-undang Nomor s rahun zaoz tentang pembentukan
Kabupaten Kaflngan, Kebupaten seruyan, Kabuplten sukernera,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten barito
Timur di Provinsi fgfillntan Tengah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun ?9uz Nomor 19, Tambahan Lembiran Republik
lndonesia Negara Nomor 4180);

undang-ul.d"ng Nomcr 20 Tahun 2oo3 tentang sistem pendidikan
Nasional (tembaran Negara Republik lndoiesia Tahun 200s
Nomor 78, Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia
Nomora301);

Undang-undang Nomor 10 Tahun zoo4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ru6gara Republik
lndonesla Tahun 2904 Nomoi s3, Tambahan Leribaran ltegara
Republik lndonesia Nomor 43gg);

2.

3.
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4. Undang-undang Nomor 32 rahun 2oa4 tentang pemerintahan
Da_erah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taliun ZOO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana terah diubah dengan undang-Undang Nomor g
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pe-merintah- pentanti
undarrg-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan itu,
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tent-ng pemerintahan
Daerah menjadi lJndang-undang (Lembaran Nigara Repuutir
lndonesia Tahun 2005 Nomor 10b, Tambahan Lenibaran r'rbtar,a
Republik lndonesia Nomor 464g), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 iahun 2o0g tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun zoC4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor B Tambahan Leribar"n ttlgrr"
Republik lndonesia Nomor agfi{;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 1gg2 tentang peran sertaMasyarakat Dalam pendidikan Nasional (Lembiran r.r"g"r.
Republik lndonesia Tahun 1gg2 Nomor 6g, Tambahan Lemblran
Negara Republik lndonesia Nomor 3495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintihan Da6rah
Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1t_emuaranNegara Republik rndonesia Tahun 2007 ilomo, g2, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nornor 4T3i'):

7. Peraturan pemerintah Nomor 4g rahun 200g tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200gNomor gl, Tambahan [-embaran Negara Repubiik tnoonesia
Nomor a86a);

8. lnstruksi Presiden Notnor 5 Tahun 2006 ientang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan wajib Berajar pendidikan Dasar sembiran
Tahun dan Pemberanrasan Buta Akiara;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200g tentang pembagian
urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemeriitah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daei-ah Kabipaten x"iing"n
Tahun 2008 Nomor 3);

10. Perattiran Daerah Nomor s rahun 2008 tentang pembentukan
susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Dajrah xiuup"iln
Katingan (Lenrbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun z00g
Nomor 5);

11. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006
tentang Pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional p"r."p"i"n
Penuntasan wajib Berajar pendidikan Dasar sembiran Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

12. Keputusan Menteri pendidikan Nasionar Nomor : 044ND002
langgal 2 April 2ooz tentang Dewan pendidikan dan Komite
Sekolah :



Ternbusan dlsampalkan Kepada yth :1. Menteri Pendidikan Nasional dl Jakarta.
Up. Direktur pembinaan TIVSD.2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia.

^ !p' Kepela.P_envehilan FpK-Rf KEfimenten_rengeh di pelengtteleya,
3. Gubemur lGlimantan Tengah diCaiiingka nayll"; 

.i : ;::':r:::::'i'
4. Kepala Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan'Tengah di palangka Raya.
t [elua.DfR! Kabupaten Katingan diKasongan,6. Sekretaris Daerah.Kabupaten katingan Oi klsongan.

Up. ?. [epala Bagian Adminitrasl K6sejahteraan 
-Rakyat.

b. Kepala Bagian Hukum.

I. lppektgr Kabupaten tGtingan di Kasongan.
9. Kepala Dinas pendidikan tGbupaten Kaiingan di Kasongan.9' Kepala Dinas Pend?Ftan Pengelolaan Ke-uangan o.n Xsut Kabupaten Katingan di Kascngan.10. Ketua Dewan penojdikan xauuiaten katingan?i xe;;g;;.
11. Camat PetakMalai dlTumbang Baraoi.
12. Camat lGmipang diBaun aanio.
13. Kepala UPTD pendidikan Kecairatan sanaman Mantikei diTumbang Kaman.
1 4. Kepala U pTD Pend ici ikan Xe"aratan K;ri;;;;'iiti;;' 6""n go.
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Lampiran I ; Keputusan Bupati Kalingan,Nomor : 4?ltg10thffSpr(ll/2010.Tanggal :6 Desember 2ffiA.Tentang : Fenetapan TK -_sD 
- 
ttegeri satu Atap di

n 2010t201'1.

Nama TK€D Negert Satu Atap

Atap 1 Petak MataflG
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Lampiran ll : Keputpsan BUBatiK.atingan,
Nomor : 4211350/KpTSD(lt2O1O.
Tanggal: 6 Desenrber Z0i,A.
Tentang: Fenetapan TK - sD Negeri satu ltap di Kabupaten

Katingan Tahun pelajaran 2A1O2O1 i.

Struktur Organisasi $ekolah

r*"

Kep TK -SD
Satu Atap

Penanggung Jawab SD

Petugas Tata Usaha

Penanggung Jawab TK

(a]il-oj


